BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Pemilihan kepala daerah Kabupaten Bima Tahun 2020 dilaksanakan secara

serentak, Sebanyak 270 daerah di indonesia yang akan melaksanakan pilkada serentak di

tahun 2020 yaitu 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota, pelaksanaan Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 dimulai dari pemutakhiran data pemilih dengan cara

mengecek kebenaran data pendudukan bedasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-

KTP).Bawaslu Kabupaten Bima selaku koordiv pengawasan melakukan pemetaan

kerawan pada tahap masa tenang berdasarkan hasil koordinasi dengan jajaran pengawas

lainnya (Pengawas Kecamatan dan Desa).

Setidaknya ada 4 (Empat) masalah yang dianggapa rawan oleh Bawaslu

Kabupaten Bima pada tahap Masa Tenang, yaitu

18

Money politic (Money Politik), biasanya masa tenang sangat rawan terhadap
pembagian money atau barang yang dilakukan oleh calon atau simpatisan untuk
mempengaruhi pemilih, keadaan ini sangat tidak baik bagi pelaksanaan Pilkada. Jika
pemimpin yang menang adalah hasil suap maka bisa dipastikan pemimpin tersebut
akan berpikir bagaimana moneynya kembali. Sehingga pengabdian kepada rakyat
tidak lagi diperhatikan.

Intimidasi terhadap Pemilih, pasangan calon atau simpatisan sering melakukan
intimidasi terhadap pemilih agar pemilih mengarahkan dukungannya kepada salah
satu calon. Intimidasi ini tidak saja dirasakan oleh pemilih tetapi juga oleh
penyelenggaran terutama di tingkat PPS (PPP, KPPS atau PTPS). Bahkan bukan
tidak mungkin penyelenggara mendapat perlakukan tidak baik kepada calon maupun

simpatisan.
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3. Pendistribusian Logistik. Masalah lain yang sering muncul saat masa tenang adalah
pendistribusian Logistik baik berupa keterlambatan pendistibusian logistik,
kekurangan logistik maupun logistik yang tertukar. Pilkada Kabupaten Bima
dilaksanakan di musim hujan, otomatis KPU Kabupaten Bima harus
memaksimalkan pendistribusian logistik agar tidak menjadi masalah saat hari
pemungutan dan penghitungan.

4. Data Pemilih, masalah data pemilih tidak pernah habis menjadi pembahasan. Bahwa
data pemilih disetiap pemilu dan Pilkada masih menyisahkan sejumlah persoalan
yang mengalami pengurangan dan penambahan, terutama Daftar Pemilih Tetap
Tambahan (DPTD), langkah pencegahan dalam kegiatan money politic terutama di
masa tenang Bawaslu

Kabupaten Bima memaksimalkan kegiatan pengawasan menggunakan sistem
teknologi informasi yang ada diantaranya penggunaan media online seperti Facebook

(Fb), Whatsap (WA), Twitter, Instagram (IG) dan Youtube dan sumber lain yang dapat

mendukung kegiatan pengawasan. Berikut dapat dilihat sejumlah media sosial yang

digunakan  oleh Bawaslu Kabupaten Bima pada setiap  kegiatan
pengawasan.Pembentukan media online dapat menunjang kegiatan pengawasan, yang
lebih penting lagi bahwa masyarakat dapat menyampaikan laporan lewat media
tersebut.kegiatan Patroli Pengawasan Anti Money politic pada Pemilihan Kepala Daerah

Kabupaten Bima tahun 2020 penting untuk dilaksanakan, adanya kegiatan tersebut

masyarakat dapat memahami sesuatu yang boleh dan tidak untuk dilaksanakan. Bahwa

menyuap dengan cara memberikan barang dan money dengan tujuan mempengaruhi
pemilih termasuk tindak pidana dan akan diproses sesuai peraturan yang berlaku oleh

Bawaslu. Pemahaman ini perlu dipahami oleh masyarakat.Agar pelaksanaan Patroli
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Pengawasan ini berjalan maksimal maka penambahan jumlah personil pengawas disetiap
desa sangat diharapkan.

Jadi kita bisa lihat penerapan strategi Bawaslu Kabupaten Bima yang
dijalankan oleh bawaslu kabupaten Bima dapat dilihat dan dinilai prosesnya dari tingkat
tersadarnya masyarakat karna memang masyarakat yang akan memilih Bupati dan Wakil
Bupati Bima 2020, jika kita kihat hasil wawancara dengan pihak Bawaslu Kabupaten
Bima memaparkan bahwa pekerjaannya selama ini menuai hasil yang baik, itu terjadi
karna kompensasi anggaran untuk keryawan mulai dari Staf, Pangawas Kecematan
sampai pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) sangat mencukupi kebutuhan
sehingga pekerjaannya lebih semangat dan didukung juga bimbingan tehnik (bintek) agar
lebih terampil, dengan begitu karyawan bisa memanfaatkan teknologi sebagai penunjang
pekerjaan pengawasan agar bisa menginformasikan kehalayak publik supaya pengukuran
pekerjaan bisa diketahui.

Dari semua pekerjaan Bawaslu Kabupaten Bima kita bisa menyimpulkan
pekerjaan dan penerapannya dengan hasil yang memuaskan dengan data dokumentasi
yang dilampirkan dibelakang sebagi bukti penguatnya Kita bisa ukur pada saat pemilihan
kepala daerah 2020 berjalan lancar dengan sedikitnya laporan masalah atau temuan
langsung dilapangan oleh Bawaslu Kabupaten Bima, ini merupakan angin postif bagi
komisioner Bawaslu dan jajaran agar meningkatkan kepercayaan terhadap masyarakat
untuk terus bersinergi dengan baik supaya bawaslu mejalankan amanah dan harapan
rakyat agar menjadi lembaga yang independen.Oleh karena tujuan dasar dari kegiatan ini
adalah semata-semata untuk mewujudkan keadilan pemilu, sebagaimana yang menjadi
Motto Bawaslu “Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan
Pemilu”.Untuk itu langkah alternatif yang dilakukan adalah penguatan sosialisasi

ditengah-tengah masyarakat serta perbaikan regulasi.Dengan demikian kegiatan apapun
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yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bima dapat meningkatkan kesadaran bagi
masyarakat terhadap bahaya Money politic.

Data dan grafik dipembahasan menunjukkan bahwa kesuksesan Bawaslu
Kabupaten Bima tidak adanya pelanggaran yang bersifat money politic (maney politic)
sehingga bisa disimpulkan semuanya strategi Bawaslu Kabupaten Bima berjalan sesuai
dengan persiapan-persiapan yang matang sehingga Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten
Bima 2020 berjalan sukses.

1.2 Saran

1. Bawaslu Kabupaten Bima harus menambahkan personil Panwascam kecematan,
Panitia Pengawas Lapangan (PPL) dan Pengawas TPS agar lebih efektif dalam
mengawasi setiap pemilihan.

2. Bawaslu Kabupaten Bima juga harus lebih aktif dalam merespon setiap pengaduan
masyarakat melalui media sosial semacam FB, 1G, dan media lainnya.

3. Bawaslu Kabupaten Bima juga sering-sering memberikan Pendidikan atau edukasi
kemasyarakat agar lebih faham bagaimana berbahayanya menerima suap atau

bermain money politic dan memberitahukan apa saja konsekuensi dari money politic.
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LAMPIRAN



Lampiran 1. Foto Observasi
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Lampiran 3. Kliping Surat Kabar (koran)
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Lampiran 4. Deklarasi pilkada Damai

81



Shtapes, N S Limastey WAL

e ]

/2.
B i L L

L

G BEONA
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Lampiran 6. Website (https//bimakab.bawaslu.go.id)
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Lampiran 7. Facebook
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Lampiran 8. Instagram @bawaslukab.bima (Bawaslu Kab. Bima)

-5>
)
=
3

@

olime s O

OaWaSilxal
Gkriman  B2pengit 6f diks
epfen .
. iy Bawasly Kb, Bimz
. el =

Bawash; (zbupaten 3ima

bmakah bawaske.goid

Sumber: Divisi hukum, data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Bima

Lampiran 9. Twitter @BimaHumas (Humas Bawaslu Bima)
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Lampiran 10. Youtube (humas bawaslubima)
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